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Tugas:

Menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang

pemerintahan dalam negeri;

b. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;

c. Koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang

pemerintahan dalam negeri;

e. Pelaksanaan administrasi Badan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

TUGAS DAN FUNGSI BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
(Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri)
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Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Sekretariat Badan

Pusat Strategi Kebijakan
Politik, Hukum dan 

Pemerintahan

Pusat Strategi Kebijakan
Pembangunan, Keuangan

Daerah dan Desa

Pusat Strategi Kebijakan
Pengembangan Sumber

Daya Manusia, Digitalisasi, 
dan Inovasi Urusan

Pemerintahan Dalam Negeri

Pusat Strategi Kebijakan
Kewilayahan, 

Kependudukan dan 
Pelayanan Publik

Kelompok Jabatan
Fungsional

STRUKTUR BSKDN
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BSKDN

Peran Sentral: Perumus
Rekomendasi Kebijakan Pemdagri
1. Peran awal: Perumus Strategi
Kebijakan.
2. Peran Antara: Kolaborator
Strategi Kebijakan Bersama K/L dan 
UKE I Kemendagri.
3. Peran Akhir: Evaluator 
Kebijakan.
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INDEKS INOVASI DAERAH

SISTIM PENGUKURAN & PENILAIAN
TERHADAP PENERAPAN
PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
YANG TELAH DILAPORKAN KEPADA
MENTERI DALAM NEGERI SESUAI
DENGAN URUSAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

PERMENDAGRI NO.104 TAHUN 2018

INDEKS PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH
PERMENDAGRI NO.19 TAHUN 2020

SATUAN UKURAN YANG DITETAPKAN
BERDASARKAN SEPERANGKAT DIMENSI DAN
INDIKATOR UNTUK MENILAI KINERJA TATA
KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF,
EFISIEN, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL
DALAM PERIODE TERTENTU YANG
DIGUNAKAN UNTUK MENGUKUR
EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN
KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

INDEKS KEPEMIMPINAN 
KEPALA DAERAH
PERMENDAGRI NO.38 TAHUN 2020

MERUPAKAN SATUAN UKURAN YANG
DITETAPKAN BERDASARKAN SEPERANGKAT
VARIABEL, DIMENSI DAN INDIKATOR
UNTUK MELAKUKAN PENGUKURAN DAN
PENILAIAN TERHADAP KEPEMIMPINAN
KEPALA DAERAH

INDEKS TATA KELOLA 
PEMERINTAHAN DAERAH

SISTIM PENGUKURAN & PENILAIAN
TERHADAP PENATAKELOAAN
PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK
MENGUKUR EFEKTIFITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI INDONESIA
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Poin 1
Daerah dapat menghadirkan
pemimpin yang berkualitas
dan dapat diterima oleh
masyarakat

Poin 4
Membawa kemajuan
Daerah dan
menciptakan
stabilitas

Poin 2
Berperan dalam
menciptakan Pemerintahan
yang demokratis, bersih
dari korupsi, kolusi dan
nepotisme

Poin 3
mewujudkan Pemerintahan
yang baik dan bersih yang
memiliki aspek – aspek
kepemimpinan

PEMBUKAAN UUD 
1945 ALINEA KE-4 

(EMPAT)

Melindungi segenap Bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Bangsa Indonesia

Memajukan kesejahteraan umum

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial

TUJUAN NEGARA AKAN TERCAPAI JIKA ?TUJUAN NEGARA AKAN TERCAPAI JIKA ?



Kepala daerah memiliki peran penting untuk peningkatan
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepemimpinan
Kepala Daerah ikut serta dalam menentukan keberhasilan
tujuan pemerintah daerah. Keberhasilan tersebut dapat dil ihat
dari beberapa aspek, antara lain:

Tingkat Kemiskinan
Menurun

Tingkat Pendidikan 
Masyarakat Meningkat

Tingkat Kesejahteraan
Masyarakat Meningkat

Tingkat Kesehatan
Masyarakat Meningkat
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Tujuan dilakukan
penilaian terhadap
kepemimpinan kepala
daerah diharapkan
kepala daerah saling
berlomba dan
berinovasi untuk
meningkatkan kinerja
pemerintah daerah
dan kepemimpinan
kepala daerah
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